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ABSTRAK 

 

Ijarah atau sewa-menyewa merupakan salah satu kegiatan 

muamalah yang setiap hari dilakukan oleh manusia sebagai bentuk 

saling tolong-menolong. Menurut syari‟at Islam bahwa sewa-

menyewa haruslah memenuhi syarat dan rukun dari sewa-menyewa. 

Apabila tidak terpenuhi syarat dan rukunnya dapat mengakibatkan 

tidak sahnya sewa-menyewa yang dijalankan. Di Pekon Negeri Ratu 

terdapat praktik ijarah atau sewa-menyewa perahu nelayan benur, 

yang dijalankan oleh dua belah pihak, pihak pertama yang 

menyediakan sewa perahu dan pihak kedua nelayan yang menyewa 

perahu. Pada perjanjian tersebut sudah terdapat kesepakatan 

pelaksanaannya terkait syarat dan rukunnya, akan tetapi pada 

pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian dimana didapati 

adanya kecurangan pada jumlah hasil dari pendapatan benur sebagai 

acuan pembayaran sewa perahu. 

Rumusan  masalah dalam permasalah  ini adalah: 1) 

Bagaimana analisis praktik  sewa menyewa kapal nelayan benur di 

Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat? 2) 

Bagaimana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah 

terhadap praktik sewa menyewa kapal nelayan benur di Pekon Negeri 

Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat?. Penelitian ini 

tergolong penelitian lapangan (field research). Penelitian ini termasuk 

jenis penelitian  kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal 

dari data primer merupakan hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi sedangkan data sekunder berasal dari literature yang 

terkait dengan penelitian. Populasi dalam penelitian ini merupakan 21 

nelayan benur yang menyewa perahu. Sampel yang diambil sebanyak 

5 orang, 2 orang penyedia sewa perahu dan 3 orang nelayan yang 

menyewa perahu. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa analisis 

praktik sewa-menyewa kapal nelayan benur di pekon Negeri Ratu 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat pada pelaksanaannya 

tidak sesuai dengan Pasal 1548 KUHP sehingga masih terdapat pihak 

yang dirugikan. Berdasarkan Perpektif Hukum Ekonomi Syariah 

terhadap praktik sewa menyewa kapal nelayan benur di Pekon Negeri 

Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat belum sesuai 
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dengan hukum Islam yaitu prinsip akad syariah yakni ketidakpastian 

(gharar) sebagaimana Hadist Tirmidzi dari „Amr bin „Auf: “perjanjian 

dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum 

muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. Yaitu 

tindakan pihak kedua yang melakukan  penipuan setengah dari hasil 

tangkapan benur yang kemudian akan dijual kepada pembeli benur 

yang lain demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Oleh karena itu 

praktik perjanjian sewa menyewa kapal nelayan benur di Pekon 

Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Hukum-

Nya Haram.   

 

Kata Kunci: Perahu, Nelayan Benur, Hukum Ekonomi Syari‟ah 
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ABSTRACT 

 

Ijarah or leasing is one of the muamalah activities that humans 

carry out every day as a form of helping each other. According to 

Islamic law, renting must meet the terms and conditions of the 

tenancy. If the terms and conditions are not met, this could result in 

the lease being executed being invalid. In Pekon Negeri Ratu, there is 

the practice of ijarah or renting out fish fry fishing boats, which is run 

by two parties, the first party providing the boat rental and the second 

party the fishermen renting the boat. In this agreement, there is 

already an implementation agreement regarding the terms and 

conditions, however, in its implementation there are still 

discrepancies where it is found that there is fraud in the amount of 

income from fry as a reference for boat rental payments. 

The formulation of the problem in this problem is: 1) What is 

the analysis of the practice of renting fry fishing boats in Pekon 

Negeri Ratu, Ngambur District, Pesisir Barat Regency? 2) What is the 

perspective of Positive Law and Sharia Economic Law on the practice 

of renting fry fishing boats in Pekon Negeri Ratu, Ngambur District, 

Pesisir Barat Regency? This research is classified as field research. 

This research is a type of qualitative research which is descriptive in 

nature. The data source comes from primary data which is the result 

of observation, interviews and documentation, while secondary data 

comes from literature related to research. The population in this study 

were 21 fry fishermen who rented boats. The samples taken were 5 

people, 2 boat rental providers and 3 fishermen who rented boats. 

Based on the research results, it shows that the analysis of the 

practice of renting fry fishing boats in Pekon Negeri Ratu, Ngambur 

District, Pesisir Barat Regency, in its implementation is not in 

accordance with Article 1548 of the Criminal Code, so there are still 

parties who suffer losses. Based on the Sharia Economic Law 

Perspective, the practice of renting fry fishing boats in Pekon Negeri 

Ratu, Ngambur District, Pesisir Barat Regency is not in accordance 

with Islamic law, namely the principle of sharia contracts, namely 

uncertainty (gharar) as in the Tirmidhi Hadith from 'Amr bin 'Auf: 

"an agreement can be made between Muslims except agreements that 

forbid what is halal or make lawful what is haram; and Muslims are 
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bound by their conditions except conditions that prohibit what is halal 

or make lawful what is haram.” This is the action of a second party 

who defrauds half of the catch of fry which will then be sold to other 

buyers of fry for personal interest and profit. Therefore, the practice 

of leasing agreements for fry fishing boats in Pekon Negeri Ratu, 

Ngambur District, Pesisir Barat Regency is Haram.   

 

Keywords: Boat, Benur Fishermen, Sharia Economic Law 
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MOTTO 

 

                   

                    

      

 “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”. 

(QS. An-Nisa:29) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan nama yang di pakai untuk buku atau 

bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau 

maksud buku atau bab itu.
1

 Judul karya ilmiah ini adalah 

“Analisis Praktik Sewa-Menyewa  Kapal Nelayan Benur 

Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Maka penulis 

memandang perlu untuk memberikan  penegasan istilah dalam 

judul tersebut:  

1. Analisis 

Analisis ialah penyelidikan terhadap suatu kejadian 

(perbuatan) untuk memperoleh kenyataan yang tepat ataupun 

penguraian pokok perkara atas bagian bagian itu untuk 

mendapatkan penafsiran yang tepat dengan uraian secara 

keseluruhan.
2
 

2. Praktik  

Praktik adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, 

metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk 

suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau 

golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
3
 

3. Sewa-menyewa  

Sewa-menyewa atau Ijarah merupakan akad pemindahan hak 

guna maupun manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu 

tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti 

peminndahan kepemilikam atas barang itu sendiri.
4
 

4. Nelayan Benur 

Nelayan adalah suatu sarana yang dapat mengapung di air 

yang digunakan oleh para nelayan untuk mencari dan 

menangkap ikan di sungai maupun di laut. Perahu nelayan 

                                                           
               1  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1990), 288. 

               2  Salim Poter, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: 

Modern English Press, 1999), 62. 

              3 Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.   

                  4 Kartikasari Dwiani, “Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam” (2018). 
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merupakan sarana yang paling penting bagi para nelayan 

untuk digunakan mencari dan menangkap ikan, tanpa adanya 

perahu maka nelayan tidak bisa mencari nafkah untuk 

keluarganya.
5
 Benur merupakan  benih udang yang hampir 

tidak kasat mata.
6
  Dalam sebutan yang biasa digunakan oleh 

Masyarakat Negeri Ratu Ngambur  Benur adalah anakan 

lobster yang masih berbentuk udang kecil yang bewarna putih 

bening, yang biasanya menjadi sumber pendapatan 

masyarakat untuk setiap harinya. Nelayan Benur dalam skripsi 

ini adalah nelayan yang menangkap benur ditengah laut Pekon 

Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat. 

5. Perspektif 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan 

cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu 

benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada 

bidang datar.
7
 

6. Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan yang 

membahas tentang segala aspek-aspek perilaku manusia 

dalam mendapatkan uang dan membelanjakannya, selain itu 

juga membahas aspek ekonomi yang membawa kepada 

kesejahteraan umat berdasarkan pada aturan-aturan syari‟at 

Islam yang bersumber pada Al-Qur`an dan Hadits dengan 

tujuan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.
8
 

Berdasarkan uraian di atas,  maksud  dari judul skripsi 

ini adalah penelitian secara mendalam tentang proses 

penyewaan perahu nelayan benur yang terjadi di Pekon 

Negeri Ratu  Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat 

dalam sudut pandang perspektif Hukum Ekonomi Syari‟ah. 

 

                                                           
                  5  Suranto Joko Purwo, “Perahu Nelayan Menggunakan Jerigen Plastik 

Bekas Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan” (2018). 

                  6 Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

                    7 Ibid. 

                    8 Iqbal Muhammad, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media 

Grup, 2014). 
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B. Latar Belakang Masalah 

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan 

muamalah ialah ijarah,  Praktik sewa-menyewa atau Ijarah 

merupakan suatu perjanjian sewa yang biasa dilakukan dalam 

masyarakat sebagai salah satu sumber pencarian nafkah demi  

menghidupi keluarga yang berada dirumah. seperti halnya praktik 

sewa-menyewa kapal nelayan benur yang berada di Pekon Negeri 

Ratu Ngambur, dimana sang pemilik kapal akan menyewakan 

kapal yang mereka miliki kepada nelayan yang akan mengambil 

hasil tangkapan benur untuk setiap harinya. Ijarah juga merupakan 

perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu 

melalui pembayaran sewa.
9

 Dalam ajaran Islam terdapat dua 

dimensi hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia 

dengan tuhan yang lebih bersifat perorangan, seperti shalat, zakat, 

puasa, haji ataupun dalam bentuk hubungan manusia dengan 

manusia lainnya atau benda yang ada di sekitarnya ( muamalah) 

yang bersifat kesejahteraan ekonomi umat, seperti jual beli, al 

ijarah, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya.  

Menurut Moh Anwar. Ijarah adalah suatu prakadan 

(perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain 

dengan syarat memakai I‟wadh (penggantian/balas jasa) dengan 

uang atau barang yang ditentukan.
10

 Jadi ijarah membutuhkan 

adanya orang yang memberi jasa dan yang memberi upah. 

ةٍ  مَعْلُوٍْ مَةٍ  بِعَوْضٍٍ  تلَِيْكٍُ مَنٍَ فِحٍٍ شَىْءٍٍ مُبَاٍَ حَتٍٍ مُد 
“Sewa menyewa sesungguhnya merupakan suatu transaksi yang 

memperjual belikan manfaat suatu harta benda”.11 

 Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam 

bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah 

disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah 

bila dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan islam.
12

   

Ulama Malikiyah dan Habaliyah mendefinisikan: 

                                                           
                   9 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 

242. 

                  10 Ibid. 

                  11 Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah (Dar Al Fikr, 1971), 5. 

                   12  Syarifudin Amir, Garis Garis Besar Fikih (Jakarta: Prenada Media, 

2003). 
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  تََلِْيكٍُ مَنٍَ فِحٍِ شَيءٍِ مُبٍَ حَةٍٍ مُدٍ  ةٍَ مَعْلُوٍْ مٍٍ بِعِوٍَ ضٍٍ
“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu 

dengan imbalan”. 

 Sedangkan ulama Syafi‟iyyah mendefinisikan ijarah sebagai: 

فَعَةٍِ مَقْصُوٍْ دٍَ ةٍٍ مَعْلُوٍْ مَةٍٍ مُبٍَ ىَةٍٍ ق بلَِةٍٍ للِْبَ زٍْ لٍِ وٍَ الٍِ بٍَ  عَقْدٍُ عَلىٍَ مَن ْ
   ىَةٍِ بِعِوٍَ ضٍٍ مَعْلُوٍْ مٍٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju,tertentu,bersifat 

mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.” 
Berdasarkan istilah Perbankan Syari‟ah, ijarah dapat 

diartikan sebagai lease contract  dan juga hire contract. Lease 

contract   adalah   suatu   lembaga   keuangan   menyewakan   

peralatan (equipment)  baik  dalam  sebuah  bangunan  maupun  

barang-barang,    seperti  mesin,  pesawat terbang dan lain 

semisalnya. Sedangkan hire contract adalah akad sewa 

sebagaimana dalam kajian sewa-menyewa pada hukum perdata 

dan hukum Islam  pada umumnya. Dalam praktik perbankan,akad   

ijarah   diartikan   sebagai   akad   yang   memberikan   

kesempatan   kepada penyewa,untuk  mengambil manfaat dari 

barang sewaan,  untuk  jangka waktu  tertentu  dengan imbalan  

yang besarnya telah disepakati.
13

  

Sewa-menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat 

dikarnakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara 

barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh 

pihak yang menyewakan suatu barang atau jasa tersebut. Salah 

satunya adalah sewa kapal atau perahu yang sekarang ini sangat 

dibutuhkan oleh sebagian besar Masyarakat Pekon Negeri Ratu 

Ngambur, transportasi untuk mencari pundi-pundi rupiah di 

lautan sangat diperlukan karena menunjang aktifitas sekaligus 

sebagai sumber mata pencaharian sehari hari. Pada dasarnya 

manusia dituntut untuk memenuhi kepentingan (kebutuhan), 

karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda, tidak sedikit 

orang yang lebih cenderung memilih jasa menyewa perahu untuk 

                                                           
                     13 Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” 

ASAS:Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 5, no. NO 1 (2013): 2. 
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mendapatkan penghasilan tambahan. Salah satu bentuk 

berwujudkan muamalah itu dalam kehidupan sehari hari yaitu 

sewa-menyewa yang sering dilakukan orang orang dalam 

berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan 

tahunan. Dengan demikian hukum-hukum al ijarah ini layak 

diketahui. Karena tidak ada bentuk kerjasama yang dilakukan 

manusia diberbagai tempat dan waktu yang bebeda, kecuali 

hukumnya telah ditentukan dalam syariat Islam, yang selalu 

memperhatikan kemaslahatan dan menghapuskan kerugian. 

Sewa perahu mempunyai peran penting bagi kehidupan 

masyarakat yang notabenya tinggal didaerah pesisir pantai, 

dengan biaya yang lumayan ringan sudah bisa menggunakan 

perahu tersebut, tanpa proses yang berbelit-belit. Fenomena yang 

terjadi di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat, dimana pemilik kapal akan menyewakan kapal 

perahu pribadinya kepada masyarakat sekitar, proses sewa-

menyewa perahu yang dilakukan antara pihak yang berakad tidak 

begitu rumit. Perjanjian antara pihak penyewa dengan pemilik 

dilakukan dengan perjanjanjian sewa sebesar 20% dari hasil 

benur yang sudah dijual oleh penyewa. Misal penyewa 

mendapatkan hasil tangkapan benur yang sudah dijual sebesar 

Rp. 500.000  maka penyewa akan membayar sewa perahu 

setengah dari hasil yang didapat sebesar Rp. 100.000,  Akan 

tetapi dari hasil perjanjian antara penyewa dengan pemilik kapal 

terdapat perjanjian dimana tidak diwajibkan untuk membayar 

sewa perahu apabila penyewa tidak mendapatkan hasil dari 

tangkapan benur maka pemilik kapal tidak akan mendapatkan 

uang sewa kapal atau perahu. Kumudian terdapat perjanjian 

antara pihak penyedia sewa dengan pihak yang menyewa perahu, 

dimana pihak yang menyewa diwajibkan menjual hasil tangkapan 

jaring benur kepada pihak penyedia sewa yang juga memiliki 

lapak khusus untuk membeli hasil tangkapan benur dari nelayan. 

Hal ini sudah menjadi kesepakatan awal antara pemilik dengan 

penyewa perahu sebelum dijalankan nya sewa menyewa.
14

 

                                                           
                   14 Hasil Pra Observasi Penulis di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat, pada 1 Oktober 2023. 
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Berdasarkan proses sewa-menyewa antara pemilik 

dengan penyewa tersebut terdapat ketidak jelasan atas sifat 

transaksinya yang kurang tepat, karena dalam perjanjian tersebut 

akan ada pihak yang merasa dirugikan karena pada saat penyewa 

selalu tidak mendapatkan hasil tangkapan maka otomatis pihak 

yang dirugikan yakni pemilik kapal. Serta pada perjanjian tidak 

dibuatnya perjanjian yang sesuai dengan  ketentuan yang terdapat 

di syariat Islam. Di dalam Islam sangat di anjurkan untuk setiap 

kegiatan muamalah dalan hal ini perjanjian baik itu berupa sewa 

menyewa harus dilakukan dengan kejelasan dan dituangkan 

dalam bentuk perjanjian tertulis agar menghindari terjadinya hal-

hal yang dapat merugikan salah satu pihak, dan setiap pihak 

benar-benar mengikatkan dirinya dengan perjanjian yang di 

sepakati. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat Dengan Judul “Analisis Praktik 

Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Nelayan Benur Dalam Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Pekon Negeri Ratu Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat).  

 

C. Fokus penelitian dan subfokus penelitian 

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah berfokus pada 

pelaksanaan sewa-menyewa perahu nelayan benur Di Pekon 

Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. 

Subfokus pada skripsi ini yaitu bagaimana perspektif hukum 

ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sewa  perahu nelayan 

benur di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir barat tentang perjanjian yang dapat merugian salah satu 

pihak yang melakukan perjanjian pada peraktik sewa-menyewa 

dan juga tidak sesuai dengan syariat Islam yang sudah di 

tentukan. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka rumusan 

masalah dari penelitian ini harus sesuai dengan inti kajian, dan 

mengacu pada latar belakang diatas, maka penulis membuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis praktik sewa menyewa kapal nelayan 

benur di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat? 

2. Bagaimana Analisis Menurut Hukum Positif dan Hukun 

Ekonomi Syari‟ah terhadap praktik Sewa menyewa kapal 

nelayan benur di Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dalam 

penelitian proposal skripsi ini diantaranya: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis praktik sewa 

menyewa kapal nelayan benur di Pekon Negeri Ratu 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat 

2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Positif dan Hukum 

Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa kapal 

nelayan benur di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat. 

 

F. Manfaat penelitian  

Manfaat penelitian ini yang diharapkan dapat berguna 

bagi pembaca antara lain: 

1. Manfaat Secara Teoritis  

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

pada penulis, pembaca, dan masyarakat mengenai sewa-

menyewa dalam bidang hukum ekonomi syariah. 

b) Hasil penelitian ini semoga nantinya diharapkan dapat 

dijadikan sumbangan khasanah ilmu pengetahuan dalam 

bidang ijarah dalam hukum ekonomi syariah. 
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2. Manfaat secara praktis  

a) Bagi pembaca: bahwa, hasil penelitian ini dapat 

dimaksudkan bisa bermanfaat sebagai masukan, 

petunjuk, maupun acuan serta bahan pertimbangan yang 

cukup berarti bagi peneliti lain. 

b) Bagi peneliti: bermanfaat sebagai salah satu syarat 

menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah UIN 

Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Releven  

Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Aldwi Yanda Mahensya, Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Praktik Ijarah Badan Usaha Milik Desa Dengan 

Pemilik Kolam Dalam Budidaya Ikan” (2022) Pada 

Program Starta 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, Menghasilkan kesimpulan dari penelitian 

ini dimana pada perjanjian ijarah ini lebih fokus pada sistem 

perjanjian ijarah yang mana hanya sebatas perjanjian  lisan 

maupun ucapan saja. Adapun sistem perjanjian yang 

dilaksanakan di desa tempat penelitian ini dilakukan belum 

memenuhi syarat atau rukun Islam yang mengajarkan 

bahwasanya perjanjian yang disyariatkan dalam Islam atau 

perjanjian pada umumnya yaitu dengan bukti tertulis, 

didalam islam sebenarnya diperbolehkan sebenarnya 

diperbolehkan seperti itu apabila memiliki ikatan keluarga 

atau saudara, jika ditinjau dari segi pemahaman Islam maka 

dapat dikiaskan atau disamakan dengan peraktik akad 

ijarah,
15

 

Berbeda dari  penelitian yang saya lakukan 

bahwasanya penelitian yang saya teliti lebih fokus kepada 

sistem sewa menyewa yang dijalankan oleh penyewa 

dengan pemilik kapal yang sudah sepakat akan perjanjian 

yang mereka lakukan akan tetapi dalam perjanjian tersebut 

                                                           
                  15 Mahensya Yanda Aldwi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Ijarah 

Badan Usaha Milik Desa Dengan Pemilik Kolam Dalam Budidaya Ikan” (Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022). 
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akan ada pihak yang dirugikan yakni pemilik kapal maka 

dari itu peneliti tertarik untuk meneliti analisis perjanjian 

ijarah tersebut ditinjau berdasarkan hukum ekonomi 

syariah. 

2. Rizka Mulyani, Skripsi :”Analisis Perjanjian Sewa 

Menyewa Boat Wisata” (2020) Pada Program Starta 1 (S1) 

di Uin Ar-Raniry Banda Aceh, Menghasilkan kesimpulan 

dari penelitian ini standarisasi mengenai biaya sewa boat 

wisata di kawasan Sabangian belum sepenuhnya dapat 

terealisasikan. Hal ini dikarenakan tidak adanya perjanjian 

tertulis antara owner dengan penyewa boat sehingga 

terjadinya perbedaan diluar standar harga yang telah 

ditetapkan. Kajian ini untuk menjawab permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimana standarisasi biaya sewa boat 

wisata yang dilakukan untuk wisatawan lokal, domestik, 

dan mancanegara. Kedua, bagaimana cara penyeimbangan 

perbedaan biaya sewa boat wisata antara wisatawan lokal, 

domestik dan mancanegara. Ketiga, bagaimana perspektif 

akad ijarah bi al-manfaah terhadap sistem sewa yang 

dilakukan owner pada penyewaan boat di Sabang. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis 

dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dari 

responden, penulis menggunakan teknik observasi dan 

wawancara langsung. Perolehan data kemudian diolah dan 

disusun menjadi suatu pembahasan deskripsi dan penulis 

menganalisis berdasarkan teori dan menyimpulkan hasil 

penelitian.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 

standarisasi biaya sewa boat wisata di kawasan Sabang 

namun tidak pada semua tempat yang menyediakan 

penyewaan boat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya 

perbedaan suatu ras kebangsaan atau status kebangsaan 

yang dianut oleh wisatawan tersebut yang membuat 

terjadinya perbedaan pembiayaan sewa boat wisata antara 

wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. Sistem sewa 

menyewa yang dilakukan owner pada penyewaan boat di 

kawasan Sabang telah sesuai dengan aturan yang diatur 
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dalam akad ijarah bi al-manfa‟ah dan telah memenuhi 

kriteria rukun dan syarat dalam ijarah bi al-manfa‟ah.
16

 

 Berdasarkan paparan di atas dapat di luar standar 

harga yang telah ditetapkan. Kajian ini untuk menjawab 

permasalahan sebagai berikut: Bagaimana standarisasi 

biaya sewa boat wisata yang dilakukan untuk wisatawan 

lokal, domestik, dan mancanegara. Kedua, bagaimana cara 

penyeimbangan perbedaan biaya sewa boat wisata antara 

wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. Ketiga, 

bagaimana perspektif akad ijarah bi al-manfaah terhadap 

sistem sewa yang dilakukan owner pada penyewaan boat di 

Sabang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

analisis dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh 

data dari responden, penulis menggunakan teknik 

observasi dan wawancara langsung. Perolehan data 

kemudian diolah dan disusun menjadi suatu pembahasan 

deskripsi dan penulis menganalisis berdasarkan teori dan 

menyimpulkan hasil penelitian.  

Berdasarkan paparan skripsi di atas dapat 

disimpulkan bahwa perjanjian sewa menyewa boat wisata 

di kawasan sabang belum dikodifikasikan dalam bentuk 

perjanjian tertulis antara pihak, masih bentuk perjanjian 

lisan atau non tertulis. Skripsi yang dibuat oleh Rizka 

Mulyana terdapat persamaan  objek penelitian yang 

berkaitan dengan kendaraan air, sedangkan perbedaan 

dalam skripsi ini yaitu pemanfaatanya cara kerja peyewaan 

yang digunakan untuk berwisata.  

3. Yoga Setiawan, Skripsi : “Praktik Sewa Perahu Nelayan 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (2022) Pada Program 

Starta 1 (S1) di UIN Raden Intan Lampung, Menghasilkan 

kesimpulan dari penelitian ini dimana permasalahan yang 

terdapat pada praktik sewa menyewa ini dikarnakan tidak 

dibuatnya perjanjian tertulis sesuai dengan ketentuan syariat 

islam, Didalam Islam sangat di anjurkan untuk setiap 

                                                           
                 16 Mulyani Rizka, “Analisis Perjanjian Sewa Menyewa Boat Wisata” (UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh, 2020). 
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kegiatan muamalah dalam hal ini perjanjian baik itu berupa 

sewa-menyewa harus dilakukan dengan kejelasan dan 

dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis agar 

menghindari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan salah 

satu pihak, dan setiap pihak benar-benar mengikatkan 

dirinya dengan perjanjian yang disepakati.
17

 

Berbeda dari penelitian yang saya lakukan 

bahwasanya penelitian yang saya teliti lebih fokus kepada 

sistem sewa menyewa yang dijalankan oleh penyewa 

dengan pemilik kapal yang sudah sepakat akan perjanjian 

yang mereka lakukan akan tetapi dalam perjanjian tersebut 

akan ada pihak yang dirugikan yakni pemilik kapal maka 

dari itu peneliti tertarik untuk meneliti analisis perjanjian 

ijarah tersebut ditinjau berdasarkan hukum ekonomi 

syariah. 

4.   Rendi Aditia, Skripsi :” Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen” 

(2018) Pada Program Starta 1 (S1) di UIN Raden Intan 

Lampung, Menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini 

Perjanjian awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak 

yaitu penyewa melakukan pembayaran setelah tanah 

tersebut panen dan besar pembagiannya 40% untuk pemilik 

lahan dan 60% untuk penyewa, penyewa lebih besar 

pembagiannya untuk mengganti modal tanam seperti bibit 

tanaman, pupuk dan lain-lain. tetapi yang sering terjadi 

dilapangan biasanya banyak kendala seperti gagal panen, 

harga produk pertanian murah, dan jika sudah terjadi 

kendala-kendala tersebut sudah hampir dipastikan yang 

menyewa tidak bisa membayar sewa tanah tersebut dan 

yang mempersewakan tidak mendapatkan pembayaran yang 

sudah dilakukan perjanjian diawal tersebut itu sering terjadi 

dilapangan yang mempersewakan sering dirugikan dengan 

system sewa menyewa yang diterapakan oleh kedua belah 

pihak dalam hal ini penyewa dan pemilik tanah.  

                                                           
                  17  Setiawan Yoga, “Praktik Sewa Perahu Nelayan Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022). 
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 Berdasarkan kasus yang ada untuk bercocok tanam mereka 

menyewa lahan pertanian sebagai usaha memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Dengan rukun syarat dan waktu yang 

telah disepakati kedua belah pihak yaitu penyewa dan 

pemilik lahan pertanian, sistem pembayaran yang dilakukan 

oleh kedua belah pihak dalam hal ini penyewa dengan cara 

membayar setelah tanah tersebut panen atau menghasilkan 

produk pertanian sistem pembayaran ini dilakukan 

disebabkan tidak ada modal dari penyewa, inilah yang 

menjadi masalah sering kali tanah tersebut tidak 

menghasilkan atau gagal panen maka penyewa tidak bisa 

membayar kepada yang menyewakan sehingga pemilik 

lahan akan dirugikan karena jika penyewa gagal panen maka 

pembayaran sewa tanah tersebut tidak bisa dibayar kepada 

pemilik tanah secara penuh.
18

 

Berdasarkan skripsi yang dibuat oleh rendi aditia 

terdapat persamaan antara sistem perjanjian sewa menyewa 

yang akan saya teliti, dimana pada perjanjian sewa menyewa 

tersebut melakukan pembayaran setelah tanah tersebut 

menghasilkan panen sama seperti perjanjian sewa menyewa 

yang saya teliti yang megharukan penyewa membayar sewa 

kapal setelah penyewa menghasilkan benur dan sudah dijual 

berbentuk uang yang kemudian akan diberi potongan 20% 

dari hasil yang didapat kemudian jika penyewa tidak 

menghasilkan benur maka akan ada pihak yang dirugikan 

yakni pemilik kapal. 

5. Afran Rayaldi, Skripsi :”Analisis Hukum Ekonomi Syariah 

Tentang Jasa Sewa-Menyewa Alat Camping” (2023) Pada 

Program Starta  (S1) di UIN Raden Intan Lampung, 

Menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini Pada akad 

yang diterapkan oleh Jelajah Outdoor Sukarame Bandar 

Lampung ini terdapat ketidak sesuaian antara hukum yang 

berlaku dengan praktik di lapangan, dalam praktiknya akad 

yang berjalan tidak begitu jelas karena akad yang terjadi 

                                                           
                  18 Aditia Rendi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah 

Dengan Sistem Pembayaran Panen” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2018). 
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tidak tertulis atau hanya sebatas lisan, sehingga banyak dari 

para penyewa barang tidak mematuhi aturan yang sudah 

diberikan oleh orang yang menyewakan. Dari akad yang 

hanya secara lisan membuat penyewa barang semena-mena 

dalam hal perawatan dan penjagaan barang sewaan,karena 

barang sewaan berupa alat Camping yang notabennya 

riskan terjadi kerusakan karena penggunaannya di alam.
19

 

Seperti halnya penyewa menyewa alat tenda satu set beserta 

framenya dan karena pada waktu pendakian pihak penyewa 

tidak menjaga alat dengan baik sehingga terjadi frameyang 

pecah, atau bahkan tali yang ada di dalamnya putus. Pihak 

penyewa tidak memberikan penjelasan kepada pihak yang 

menyewakan barang sehingga banyak dari pihak penyewa 

tidak mau menggantinya dan pihak yang menyewakan 

barang tidak akan tau jika barangnya ada yang rusak. 

Karena pada saat pengembalian alat pihak yang 

menyewakan barang tidak mengecek kembali, meskipun 

dicek tidak akan dicekseluruhnya. Berdasarkan beberapa 

fakta di lapangan pihak yang akan banyak mengalami 

kerugian adalah pihak yang menyewakan barang. Karena 

dari awal akad yang terjalin hanya berupa lisan saja, maka 

jika terjadi kerusakan pada barang pihak penyewa tidak 

begitu memperdulikan apalagi barang yang dirusakkan 

pihak penyewa tidak mau menggantinya. 

Berdasarkan skripsi yang dibuat oleh Afran 

Rayaldi memili kesamaan dimana pada perjanjian tersebut 

pemilik kapal tidak bisa menuntut apabila terjadi 

kerusakan pada perahu yang disewakan karena perjanjian 

tersebut belum berupa perjanjian tertulis melainkan masih 

berupa perjanjian berbentuk lisan saja. 

 

 

 

 

                                                           
                19 Rayaldi Afran, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa 

Menyewa Alat Camping” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023). 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu teknik yang 

dilakukan secara ilmiah untuk memperoleh data atau informasi 

sesuai dengan kenyataan, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Terdapat empat aspek penting yang harus dipertimbangkan yaitu 

pengguaan metode ilmiah, pengumpulan data, tujuan dan manfaat 

yang diinginkan.
20

 Dengan adanya metode penelitian diharapkan 

supaya penelitian menjadi terarah dan menghasilkan karya ilmiah 

yang berkualitas. Diantara metode yang dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan 

data yang dilakukan di lapangan secara sistematis tentang 

berbagai macam data yang berhubungan dengan masalah yang 

ada dilapangan, hal ini dalam data maupun informasi 

bersumber dari interview dengan para pihak yang 

bersangkutan yang ada dimasyarakat dan terlibat dalam 

perjanjian sewa menyewa tersebut. 

2. Jenis Data dan Sumber Data  

sumber data adalah subyek dari mana data tersebut 

diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber 

data yakni: 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh 

peneliti dari sumber asli. dalam penelitian ini penulis 

mendapatkan data primer dari pihak penyewa kapal dan 

juga pemilik kapal yang berada di pekon negeri ratu 

kecamatan ngambur kabupaten pesisir barat. 

b. Data Sekunder 

Selain data primer, sebagai pendukung dalam 

penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari eksternal 

maupun internal. Dalam penelitian ini penulis 

                                                           
                 20  e al Ahyar Hardani, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif 

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). 
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mendapatkan data darii perpustakaan, buku buku, jurnal 

dan data yang di peroleh dari dokumen dokumen yang 

berkaitan dengan masalah. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merujuk pada keseluruhan objek atau individu 

yang memiliki karakteristik yang jelas dan lengkap, dan 

termasuk berbagai jenis seperti manusia, perusahaan, 

lembaga, media, dan lain lain yang akan menjadi subjek 

penelitian.
21

 

Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah 21 Nelayan 

Benur dan 12 Penyedia Kapal di Pekon Negeri Ratu 

Ngambur.  

b. Sampel 

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan 

diteliti dan yang di anggap dapat menggambarkan 

populasinya.
22

 Dan dari populasi diatas di temukan 

sebanyak 5 orang. 2 orang penyedia sewa kapal dan 3  

orang penyewa kapal  atau nelayan benur. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Agar hasil data yang diperoleh maksimal perlu adanya 

metode yang digunakan diantaranya:  

a. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk mencari data yang autentik 

dalam bentuk catatan harian atau dokumen yang lainnya. 

Untuk memperoleh data tentang sewa menyewa yang 

dilakukan antara penyewa dengan pemilik kapal nelayan. 

b. Observasi  

Metode observasi merupakan data yang diperoleh 

melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap data yang diiteliti, dalam hal ini penulis 

melakukan pengamatan terhadap analis perjanjian sewa 

menyewa kapal nelayan benur di pekon tersebut. 

                                                           
               21 Garalka Darmanah, Metode Penelitian (Lampung: CV Hira Tech, 2019), 

48. 

              22  Soeharto Irwantoni, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian 

Bidang Kesejahteraan Dan Ilmu Sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 57. 
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c.Wawancara (Interview) 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses 

wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, 

kemudian responden menjawab secara bebas. Narasumber 

yang akan diwawancara dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penyedia Penyewaan Perahu 

a. Bapak Amrun Hakim 

b. Bapak Antoni 

2. Penyewa Perahu 

a. Bapak Bais‟ Baqri 

b. Bapak Khotman Jauhari 

c. Bapak Mad sahri 

5. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam skripsi ini menggunakan 

beberapa metode yang diantaranya: 

a. Pemeriksaan Data (editing) 

Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data 

yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan 

sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Tujuan dari 

pengeditan adalah untuk menghilangkan kesalahan yang 

terjadi selama pengumpulan data lapangan, sehingga 

kekurangan data tersebut dapat diperbaiki. 

b. Sistematika Data 

Sistematika data bertujuan untuk menempatkan 

data secara teratur berdasarkan kerangka bahasa sistematik, 

sesuai dengan urutan masalah yang ada. Tujuan dari 

pengelompokan data adalah untuk menyusun data data 

yang telah diedit secara rapi berdasarkan urutan masalah, 

dengan cara mengelompokan data tersebut berdasarkan 

kategoridan urutan masalah, serta memberikan tanda pada 

setiap kelompok data. 

6. Analisa Data 

Analisa dalam penelitian ini merupakan bagian dalam 

proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis 

ilmiah data yang dibahas akan nampak manfaatnya terutama 

dalam memecahkan masalah penelitian dan tujuan akhir 
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penelitian, pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk 

memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran.  

Penulis akan menganalisanya secara kualitatif yang dapat 

diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif dengan kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku  yang  di amati, Bentuk analisis ini dilakukan 

dengan penjelasan-penjelasan, Setelah analisa selesai maka 

hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan 

menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta penelitian 

dilapangan, dan memberikan penafsiran terhadap data dan 

menarik kesimpulan secara sitematis yang merupakan 

jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam  penelitian  

dengan  menggunakan  cara  berfikir  induktif. Cara berfikir 

induktif ini merujuk pada peristiwa dan fakta-fakta yang 

nyata, yang kemudian disusun sehingga mempunyai sifat 

umum, yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi 

yang akurat dari Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat, yang berkaitan dengan praktik sewa-

menyewa perahu nelayan benur. Kemudian dari data dan teori 

tersebut ditarik kesimpulan dengan cara pikir yang induktif. 

Metode ini digunakan penulis dalam menyusun data 

yang telah terkumpul, dengan metode ini data yang dianalisa 

dapat diperoleh jawaban yang sebenarnya 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Berdasarkan rangka agar penelitian ini dapat tersusun 

secara sistematis sehingga dapat diketahui secara logis 

penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian dan 

bagian yang lain. Maka disini peneliti menyusun membagi 

pembahasan menjadi lima bab, masing-masing bab dibagi 

menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya  

adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Pada Bab ini peneliti menguraikan 

penjeleasan yang bersifat umum, yaitu seperti Penegasan Judul, 

Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Signifikasi Penelitian, Kajian Terdahulu Yang 
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Relevan, Metode Penelitian dan yang terakhir Sistematika 

Pembahasan. 

            Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan bab 

yang terdiri dari  penjelasan tentang landasan teori yang peneliti 

gunakan. Bab ini berisi tentang teori pengertian ijarah, landasan 

Hukum ijarah serta syarat dan rukunnya. 

                Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini memaparkan 

data-data yang telah dihimpun oleh peneliti dan berbagai 

dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti. Bab ini berisi 

gambaran tentang Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat, dan praktik sewa menyewa perahu 

nelayan benur. 

                Bab IV Analisis Data. Bab ini adalah pokok dari 

penelitian ini yang memaparkan tentang analisis praktik 

perjanjian sewa-menyewa perahu nelayan benur dan perspektif 

hukum Ekonomi Syari‟ah terhadap praktik sewa menyewa 

tersebut. 

                    Bab V Penutup. Bab ini adalah bab akhir dari 

pembahasan penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan sebagai 

jawaban dalam pokok permasalahan dan rekomendasi-

rekomendasi terkait penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Sewa Menyewa Menurut Hukum Positif 

1. Pengertian Sewa Menyewa 

Berdasarkan Pasal 1548 KUHP Sewa menyewa ialah 

suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya. 

Kenikmatan dan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan 

dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut 

belakangan itu disanggupi pembayarannya. 

Sewa menyewa merupakan perjanjian di mana satu pihak 

mengikatkan diri untuk memberikan hak kepada orang lain atas 

kenikmatan suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan 

pembayaran harga yang disanggupi oleh pihak lainnya. Yang 

dimaksud dengan kenikmatan atas suatu barang adalah dalam 

penggunaannya, jadi bukan nikmat dalam arti sesungguhnya, 

boleh jadi barang yang disewa tidak memberikan suatu 

kenikmatan tertentu karena harga sewanya murah. Misalnya 

dalam penyewaan perahu yang disewa dengan harga yang murah 

maka kualitas dalam penyewaan perahu tersebut kurang memadai 

untuk digunakan dalam mencari ikan atau benur. 

Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1547 

sampai Pasal 1600 merupakan perjanjian yang menyerahkan 

pemanfaatan (kenikmatan) suatu barang kepada orang lain 

dengan membayar jumlah tertentu (biasanya uang). Jadi dalam 

perjanjian jual beli yang diserahkan adalah hak kepemilikannya, 

sedangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang diserahkan 

pemanfaatannya dalam jangka waktu tertentu. 

Perjanjian sewa menyewa ini, dalam praktik sehari hari sering 

diganti dengan istilah kontrak, jika ada rumah yang disewakan, 

maka biasanya ditulis “rumah ini dikontrakkan” yang artinya 

rumah ini disewakan.
23

 

 

 

                                                           
              23 Ahmadi Miru, Hukum Perjanjian (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 246. 
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2. Aturan-Aturan Yang Berlaku Terhadap Sewa Menyewa 

Dalam Pasal 1550 KUHP pihak yang menyewakan 

diwajibkan karena sifat perjanjian, dan dengan tak perlu adanya 

sesuatu janji untuk itu: 

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa 

2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga 

barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan 

3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari 

pada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa. 

Sebagai contoh, apabila menyewakan mobil kepada orang lain, 

maka sebelum diserahkan, pihak yang menyewakan harus 

memelihara semua komponen mobil berfungsi dengan baik pada 

saat digunakan oleh penyewa, mobil tidak mogok. Selain itu, 

pihak yang menyewakan harus menjamin selama waktu sewa 

tidak ada pihak ketiga yang akan mengambil mobil tersebut, 

sehingga tidak dapat lagi digunakan oleh penyewa.
24

 

Pasal 1551 KUHP pihak yang menyewakan diwajibkan 

menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara 

segala galanya. 

Berkaitan dengan Pasal di atas, barang yang diserahkan 

pihak yang menyewakan harus terpelihara seluruhnya sehingga 

penyewa dapat menggunakan sebagaimana mestinya. Selama 

waktu sewa, pihak yang menyewakan juga berkewajiban 

memperbaiki/menyuruh memperbaiki atas tanggungannya 

kerusakan yang mengganggu penggunaan barang yang disewa, 

kecuali pembetulan kecil yang menjadi tanggungan pihak yang 

menyewa. 

Sebagai contoh, kalau rumah yang disewa, dan selama waktu 

sewa harus mengganti atap tersebut, maka pihak yang 

menyewakan yang harus mengganti, tetapi kalau hanya bocor 

dapat diperbaiki sendiri dengan lem atap, maka yang membayar 

biaya perbaikannya adalah pihak penyewa. Kewajiban tersebut 

masih dapat diperjanjikan lain oleh para pihak.
25

 

                                                           
              24 Ibid. 

             25 Ibid. 



21 

 

Pasal 1552 KUHP pihak menyewakan harus menanggung 

si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, 

yang merintangi pemakaian barang itu, biarpun pihak yang 

menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu 

dibuatnya perjanjian sewa. 

Apabila cacat itu telah mengakibatkan sesuatu kerugian bagi si 

penyewa, maka kepadanya pihak yang menyewakan diwajibkan 

memberikan ganti rugi. 

Pasal 1553 KUHP, Jika selama waktu sewa, barang yang di 

sewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak di 

sengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum. Apabila 

barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat  memilih, 

menurut keadaan, apakah ia akan meminta pengurangan harga 

sewa, ataukah ia akan meminta bahkan  pembatalan perjanjian 

sewanya tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu pun ia berhak 

atas suatu ganti rugi.
26

 

Pasal 1554 KUHP, pihak yang menyewakan tidak 

diperkenankan selama waktu sewa mengubah wujud maupun 

tataan barang yang disewakan. 

Salah satu yang harus dipatuhi oleh penyewa adalah ia tidak 

boleh mengubah wijud maupun penataan barang yang 

disewakan. Walaupun dalam pasal ini tidak dijelaskan, namun 

perubahan dan penataan bersifat permanen dan sulit untuk 

dikembalikan pada keadaan semula saat perjanjian sewa 

menyewa berakhir. 

Pasal 1555 KUHP, Jika selama waktu sewa, pada barang yang 

disewakan terpaksa diadakannya pembetulan-pembetulan yang 

tidak dapat menunggu sampai berakhirnya sewa, maka si 

penyewa harus menerimanya, betapa pun kesusahan yang 

disebabkannya, dan meskipun ia selama dilakukannya 

pembetulan-pembetulan itu terpaksa kehilangan sebagian dari 

barang yang disewakan. Tetapi jika pembetulan itu berlangsung 

lebih lama dari empat puluh hari, maka harga sewa harus 

                                                           
                26 Tjitrosudibio Subekti, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Jakarta 

Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2013). 
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dikurangi menurut imbangan waktu dan bagian dari barang 

yang disewakan yang tidak dapat dipakai oleh si penyewa. 

Apabila pembetulan sedemikian sifatnya, hingga barang 

yang disewakan, yang biasa di tempati oleh penyewa dan 

keluarganya, maka si penyewa dapat memutuskan sewa. Apabila 

selama perjanjian sewa menyewa keadaan barang yang 

disewakan menghendaki perbaikan segera tanpa menunggu 

berakhirnya masa sewa, maka penyewa harus menerimanya 

walaupun menyebabkan kesulitan atau gangguan baginya, bahwa 

ia mesti kehilangan hak menikmati sebagian barang yang disewa. 

Apabila masa perbaikan melebihi 40 (empat puluh) hari maka 

harga sewa harus dikurangi dengan mempertimbangkan 

perimbangan waktu perbaikan dan bagian barang yang tidak 

dapat dipergunakan oleh penyewa selama masa perbaikan. Akan 

tetapi, jika pada masa pembetulan menyebabkan barang yang 

disewa tidak dapat ditempati oleh penyewa dan keluarganya, 

maka penyewa dapat mengakhiri kontrak. 

Pasal 1556 KUHP, pihak yang menyewakan tidaklah 

diwajibkan menjamin si penyewa terhadap rintangan-rintangann 

dalam kenikmatannya, yang dilakukan oleh orang-orang pihak 

ketiga dengan peristiwa-peristiwa dengan tidak memajukan 

sesuatu hak atas barang yang disewa, dengan tidak mengurangi 

hak si penyewa untuk menuntut sendiri orang itu.
27

 

Sebagaimana yang telah disinggung pada pasal-pasal seblumnya 

bahwa pihak yang menyewakan tidak menjamin atau 

menanggung si penyewa dari gangguan pihak ketiga yang tidak 

berkaitan dengan gangguan hak atau tuntutan ha katas barang 

yang disewa, namun si penyewa dapat menuntut sendiri orang 

yang melakukan gangguan demikian.
28

 

 

3. Dasar Hukum Sewa menyewa 

Dasar Hukum sewa menyewa berdasarkan Undang-

undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1547 KUHP Sampai 

Pasal 1600 KUHP. Yang merupakan perjanjian yang 

                                                           
          27 Ibid. 

             28 Miru, Hukum Perjanjian. 
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menyerahkan pemanfaatan (Kenikmatan) suatu barang kepada 

orang lain dengan membayar jumlah tertentu (Biasanya Uang). 

Jika dalam perjanjian jual beli yang diserahkan adalah hak 

kepemilikannya, sedangkan dalam perjanjian sewa menyewa 

yang diserahkan pemanfaatannya dalam jangka waktu tertentu. 

1. Pasal 1548 KUH Perdata, sewa menyewa ialah suatu 

perjanjian dengan dimana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan 

dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan 

pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut 

belakangan itu dipenuhi pembayarannya. 
29

 

2. Dalam Pasal 1550 KUHP pihak yang menyewakan 

diwajibkan karena sifat perjanjian, dan dengan tak perlu 

adanya sesuatu janji untuk itu: 

a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa 

b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga 

barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang 

dimaksudkan 

c. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari 

pada barang yang disewakan selama berlangsungnya 

sewa. 

3. Pasal 1551 KUHP pihak yang menyewakan diwajibkan 

menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan 

terpelihara segala galanya.
30

 

4. Pasal 1552 KUHP pihak menyewakan harus menanggung si 

penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, 

yang merintangi pemakaian barang itu, biarpun pihak yang 

menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu 

dibuatnya perjanjian sewa.  

5. Pasal 1553 KUHP, Jika selama waktu sewa, barang yang 

disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak 

disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum.
31

 

                                                           
             29  Ibrahim Johanos, “Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa 

Rumah Kantor,” 2020, 

           30 Subekti, Kitab Undang Undang Hukum Perdata. 

            31 Ibid. 
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6. Pasal 1554 KUHP, pihak yang menyewakan tidak 

diperkenankan selama waktu sewa mengubah wujud maupun 

tataan barang yang disewakan. 

7. Pasal 1555 KUHP, Jika selama waktu sewa, pada barang yang 

disewakan terpaksa diadakannya pembetulan-pembetulan 

yang tidak dapat menunggu sampai berakhirnya sewa, maka si 

penyewa harus menerimanya, betapa pun kesusahan yang 

disebabkannya, dan meskipun ia selama dilakukannya 

pembetulan-pembetulan itu terpaksa kehilangan sebagian dari 

barang yang disewakan. Tetapi jika pembetulan itu 

berlangsung lebih lama dari empat puluh hari, maka harga 

sewa harus dikurangi menurut imbangan waktu dan bagian 

dari barang yang disewakan yang tidak dapat dipakai oleh si 

penyewa. 

8. Pasal 1556 KUHP, pihak yang menyewakan tidaklah 

diwajibkan menjamin si penyewa terhadap rintangan-

rintangann dalam kenikmatannya, yang dilakukan oleh orang-

orang pihak ketiga dengan peristiwa-peristiwa dengan tidak 

memajukan sesuatu hak atas barang yang disewa, dengan 

tidak mengurangi hak si penyewa untuk menuntut sendiri 

orang itu. 

9. Pasal 1557 KUHP, jika sebaliknya si penyewa diganggu 

dalam kenikmatannya, disebabkan karena surat tuntutan 

Hukum yang bersangkutan dengan hak milik atas barangnya, 

maka ia berhak menuntut suatu pengurangan harga sewa 

menurut imbangan, asal tentang gangguan ringan itu telah 

diberitahukan secara sah kepada si pemilik.
32

 

10. Pasal 1558 KUHP, jika orang orang yang telah melakukan 

perisiwa peristiwa, memajukan bahwa mereka mempunyai 

suatu ha katas barang yang disewakan, atau jika si penyewa 

sendiri di gugat untuk mengosogkan seluruh atau sebagian 

dari barangnya yang disewa, atau untuk menerima 

pelaksanaan sementara pengabdian pekarangan, maka ia 

diwajibkan memberitahukan tentang kepada pihak yang 

menyewakan, dan ia dapat memanggil pihak tersebut untuk 

                                                           
             32 Ibid, 420. 
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penanggungan. Bahkan diperbolehkan ia menuntut supaya ia 

dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara, asal ia menunjukan 

orangnya untuk siapa ia menguasai barangnya.  

11. Pasal 1559 KUHP, si penyewa jika kepadanya telah 

diperizinkan, tidak diperbolehkan mengulang sewakan barang 

yang disewanya, maupun melepaskan sewanya kepada 

seorang lain atas ancaman pembatalan perjanjian sewa dan 

penggantian biaya, rugi dan bunga, sedangkan pihak yang 

menyewakan, setelah pembatalan itu, tidak diwajibkan 

mentaati perjanjiannya ulang sewa. Jika yang disewa itu 

berupa sebuah rumah yang didiami sendiri oleh si penyewa, 

maka dapatlah ia atas tanggung jawab sendiri. Menyewakan 

sebagian kepada orang lain, jika kekuasaan itu tidak telah 

dilarang dalam perjanjiannya. 

12. Pasal 1562 KUHP, jika antara pihak yang menyewakan dan 

pihak yang menyewa telah dibuat suatu pratelan tentang 

barang yang disewakan, maka pihak yang belakangan ini 

diwajibkan mengembalikan barangnya dalam keadaan dimana 

barang itu diterimanya menurut pratelan tersebut, dengan 

kekecualian apa yang telah musnah atau berkurang harganya 

sebagai akibat dari tuanya barang atau dari kejadian kejadian 

yang tak disengaja yang tidak dapat dihindarkan.
33

 

13. Pasal 1564 KUHP, si penyewa bertanggung jawab untuk 

segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa 

selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa 

kerusakan itu terjadi diluar salahnya. 

14. Pasal 1566 KUHP, si penyewa adalah bertangguang jawab 

untuk segala kerusakan dan kerugian yang diterbitkan pada 

barang yang disewa, oleh kawan-kawannya serumah atau oleh 

mereka kepada siapa ia telah mengoperkan sewanya. 

15. Pasal 1569 KUHP, Jika terjadi perselisihan tentang harga 

suatu penyewaan, yang dibuat dengan lisan, yang sudah 

dijalankan, dan tidak terdapat suatu tanda pembayaran, maka 

pihak yang menyewakan harus dipercaya atas sumpahnya, 
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kecuali apabila si penyewa memilih untuk menaksir harga 

sewanya oleh orang orang ahli. 

16. Pasal 1570 KUHP, jika sewa dibuat dengan tulisan, maka 

sewa itu berakhir demi Hukum, apabila waktu yang 

ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu 

pemberhentian untuk itu. 

17. Pasal 1571 KUHP, jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, 

maka itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, 

melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan 

sewanya, dengan mengindahkan tenggang tenggang waktu 

yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. 

18. Pasal 1572 KUHP, jika pihak yang satu telah memberitahukan 

kepada pihak yang lainnya bahwa ia hendak menghentikan 

sewanya, maka si penyewa meskipun ia tetap menikmati 

barangnya, tidak dapat memajukan tentang adanya suatu 

penyewaan ulang secara diam diam. 

19. Pasal 1573 KUHP, jika, setelah berakhirnya suatu penyewaan 

yang dibuat dengan tulisan, si peyewa tetap menguasai barang 

yang disewa dan dibiarkan menguasainya, maka terjadilah 

dengan itu suatu sewa baru yang akibat akibatnya diatur 

dalam pasal pasal yang mengenai penyewaan penyewaan 

dengan lisan. 

20. Pasal 1580 KUHP, jika dalam sewa telah disetujui bahwa 

pihak yang menyewakan akan mempunyai kekuasaan 

memakai sendiri rumah atau tanah yang disewakan, maka ia 

diwajibkan sebelum itu memberitahukan tentang kehendaknya 

untuk menghentikan sewanya sebegitu lama sebelumnya, 

sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1578.
34

 

21. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2021, Tentang 

teknis pemanfaatan alat berat ekskavator pada dinas perikanan 

kabupaten pesisir barat. Menetapkan, peraturan bupati pesisir 

barat tentang petunjuk teknis pemanfaatan alat berat 

ekskavator pada dinas perikanan kabupaten pesisir barat. 
35

 

                                                           
                  34 Ibid, 424. 

                  35  Undang-undang peraturan daerah tentang petunjuk teknis pemanfaatan 

alat berat ekskavator pada dinas perikanan kabupaten pesisir barat. 
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a. Pasal 1, sewa adalah pemanfaatan alat oleh pemanfaatan 

atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan 

menerima imbalan uang tunai. Penyewa adalah 

pemanfaat dan atau pihak lain yang memanfaatkan alat 

dalam bentuk sewa. 

b. Pasal 8, setiap penyewa diwajibkan menjaga agar alat 

tetap terpelihara dengan baik, kerusakan yang terjadi 

terhadap alat selama masa pemanfaatan alat menjadi 

tanggung jawab penyewa untuk melakukan perbaikan, 

kerusakan yang timbul karena pemakaian atau kelalaian 

selama masa sewa/pemakaian sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab pihak kedua. 

c. Pasal 9, Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian 

ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau 

musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak. 

d. Pasal 10, apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa 

diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk 

mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk memilih 

tempat tinggal yang umum dan tetap di kantor 

kepaniteraan pengadilan negeri. 

 

B. Akad Al -Ijarah 

1. Pengertian Akad Al-Ijarah 

Al-ijarah bentuk kata dari kata al-ajru yang 

bermakna al-„iwadah (ganti). Oleh karena itu, ats-tsawab 

(pahala) dinamakan ajru (upah). Menurut pengertian syara‟, 

al-ijarah (sewa) adalah suatu akad untuk mengambil 

manfaat dengan cara mengganti atau kompensasi upah.
36

 

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah 

menjual manfat dan yang boleh di sewakan adalah 

manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka 

melarang menyewakan pohon untuk di ambil buahnya, 

domba untuk di ambil susunya, sumur untuk di ambil airnya, 

                                                           
               36 Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah (Bandung: Penerbit Halal, 2016), 817. 
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dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi 

bendanya.
37

 

 Sewa-menyewa  dalam  bahasa  arab  di  istilahkan  dengan  

al-ijarah. menurut pengertian hukum Islam sewa-menyewa 

itu diartikan sebagai “suatu jenis akad untuk manfaat dengan 

jalan penggantian”. Dari pengertian diatas terlihat bahwa 

yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah 

pengambilan manfaat sesuatu benda, dalam hai ini bendanya 

tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan 

terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah 

hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, 

dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti 

kendaraan, rumah, dan tanah. Manfaat karya seperti 

pemusik, bahkan terdapat juga berupa karya pribadi seperti 

pekerja. 

Dalam  istilah  hukum  islam orang  yang  

menyewakan  disebut mu‟ajir, sedangkan orang yang 

menyewa disebut dengan musta‟jir, adapaun  sesuatu  yang  

diakadkan  untuk  diambil  manfaatnya  disebut dengan 

ma‟jur. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai upah atas 

manfaat tersebut disebut dengan ajrah atau ujrah (upah).
38

 

Sedangkan    menurut    istilah,    para    ulama    berbeda-

beda mendefinisikan al-ijarah, diantara laian sebagai 

berikut: 

a. Menurut  Fuqaha Hanafiyah,  al-ijarah  adalah akad  

untuk membolehkan pemilikan manfaat yang 

diketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa  

dengan imbalan.
39

 

b. Menurut  Fuqaha  Syafi‟iyah,  al-ijarah  adalah  

transaksi  terhadap manfaat yang dikehendaki secara 

                                                           
               37  Hayati Mardiyah, “Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Sebagai Alternatif 

Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terdapat Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional 

NO.04/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multi Jasa),” ASAS:Jurnal Hukum 

Ekonomi Syariah 6, no. No 2 (2014): 80. 

                38 Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah. 

                39  Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2016), 79. 
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jelas harta yang bersifat mubah dan dapat  

dipertukarkan dengan imbalan.
40

 

c. Menurut Fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, al-ijarah 

adalah pemilik manfaat suatu harta benda yang 

bersifat mubah selama priode waktu tertentu dengan 

suatu imbalan.
41

 

d. Menurut Gufron A. Mas‟adi al-ijarah adalah sebuah 

transaksi yang memperjualbelikan suatu harta 

benda.
42

 

e. Menurut Helmi Karim, al-ijarah adalah upah atas 

kemanfaatan suatu benda  atau  imbalan  suatu  

kegiatan  atau  upah  karena  melakukan aktifitas. 

f. Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir  al-ijarah  adalah  

suatu  perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan 

hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. 

2. Macam-macam Al-Ijarah 

Pembagian al-ijarah biasanya dilakukan dengan 

memperhatikan objek al-ijarah tersebut. Ditinjau dari segi 

objeknya, akad al-ijarah ada dua jenis yaitu al-ijarah atas 

manfaat dan al-ijarah atas pekerjaan.: 

a. Al-ijarah yang bersifat manfaat 

Yaitu al-ijarah yang objeknya akadnya 

adalah manfaat barang yang boleh disewakan adalah 

barang-barang mubah seperti, sawah untuk ditanami, 

mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. 

Barang yang berada ditangan penyewa dibolehkan 

untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, 

bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain. 

Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, 

maka yang bertanggung jawab adalah pemilik 

barang dengan syarat kecelakaan tersebut bukan 

akibat dari kelalaian penyewa. Apabila kerusakan 

                                                           
                40 Syafei Rahmat, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 105. 

                41 Rahmat, 106. 

                42  Ghufron A. Mas‟adi, Fiqih Muamalah Konstetual (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2002), 34. 
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tersebut rusak karena kelalaian penyewa maka yang 

bertanggung jawab atas kerusakan adalah penyewa. 

Misalnya, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, 

dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang 

diperbolehkan syara‟ untuk dipergunakan, maka para ulama 

fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-

menyewa. 

b. Al-ijarah yang bersifat pekerjaan 

Yaitu al-ijarah yang objek akadnya adalah pekerjaan. 

Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek 

pembangunan dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah 

harus diberikan seketika juga. Sebagaimana jual-beli yang 

pembayarannya waktu itu juga tetapi sewaktu  perjanjian 

boleh diadakan dengan  mendahulukan upah atau 

mengakhirkan. 

Jadi pembayaran sesuai dengan perjanjiannya, tetapi kalau ada 

perjanjian, harus segera diberikan jika pekerjaan sudah selesai 

ialah dengan cara mempekerjakan al-ijarah seperti ini, 

menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis 

pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, 

buruh pabrik, dan tukang sepatu. 

Al-ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti 

menggaji  seorang  pembantu  rumah  tangga,  dan  yang  

bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang 

menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti 

tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk 

al-ijarah terhadap pekerjaan ini, menurut para ulama ulama 

fiqh, hukumnya boleh. 

3. Dasar hukum Al-ijarah 

Dasar hukum al-ijarah merujuk kepada Al-qur‟an, 

hadist, dan ijma‟, para fuqaha sepakat bahwa al-ijarah 

merupakan akad yang di bolehkan oleh syara‟, keculai 

beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al- Asham, isma‟il 

bin‟Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan 

Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan al-ijarah, karena al-

ijarah adalah jual-beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat 

dilakukannya akad, tidak bisa diserahtrimakan. Setelah 
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beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit 

demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu 

akad tidak boleh diperjualbelikan.
43

 Akan tetapi pendapat 

tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat 

walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada umumnya 

ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi 

perhatian serta pertimbangan secara syara‟. 

Alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya al-ijarah 

adalah sebagai berikut: 

1. Al-Quran 

a. Landasan Al-Quran  

1) Firman Allah QS. al-Baqarah (2):233  

جُنَاحٍَعَلَيْكُمٍْإِذَاٍ  وَإِنٍْأرََدْتٍُُْأَنٍْتَسْتَ رْضِعُوْاٍأوَْلَدكَُمٍْفَلاٍَ

ٍاللهٍَ تُمٍْبِِلْمَعْرُوْفِ،ٍوَات  قُواٍاَلله،ٍوَاعْلَمُوْاٍأَن  سَل مْتُمٍْمَاآتَ ي ْ
ٍبِاَتَ عْمَلُوْنٍَبَصِيٍٍْْ

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 

orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan. 

2) Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32: 

ٍبَ ي ٍْ ٍقَسَمْنَا ٍنََْنُ ٍرَبِّكَ، ٍرَحَْْتَ ٍيَ قْسِمُوْنَ نَ هُمٍْأىَُمْ
نْ يَا،ٍوَرَفَ عْنَاٍبَ عْضَهُمٍْفَ وْقٍَبَ عْضٍٍ مَعِيْشَتَ هُمٍْفٍِالْْيََاةٍِالدُّ
ٍرَبِّكٍَ ٍوَرَحَْْتُ ، ٍسُخْريًّا ٍبَ عْضًا ٍبَ عْضُهُمْ ٍليَِ ت خِذَ دَرَجَاتٍ

رٌٍمِ اٍيََْمَعُوْنٍَ ٍخَي ْ
"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat 

Tuhanmu? Kami telah menentukan antara 

                                                           
                43 Muslich Ahmad Wardi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Amzah Sinar Grafika, 
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mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 

dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian 

mereka atas sebagian yang lain beberapa 

derajat, agar seba-gian mereka dapat 

mempergunakan sebagian yang lain. Dan 

rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang 

mereka kumpulkan." 

3) Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26: 

ٍمَنٍِ رَ ٍخَي ْ ٍإِن  ٍاسْتَأْجِرْهُ، ٍيََأبََتِ ٍإِحْدَاهُُاَ قاَلَتْ
 .اسْتَأْجَرْتٍَالْقَوِيٍُّاْلَأمِيٍُْ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 

"Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang 

bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang 

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 

(pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya." 

Maksud dari ayat diatas adalah Orang tua itu meminta 

kepada Musa untuk bekerja kepadanya menggembalakan 

ternak domba selama 8 tahun dan sebagai upahnya adalah 

menikahi salah satu kedua anaknya. Setelah delapan tahun 

Musa di beri kebebasan untuk tidak bekerja lagi padanya, 

namun apabila Mussa menggenapkkan menjadi sepuluh tahun 

maka itu merupakan kenaikan dari Musa. Ayat ini menjadi 

dalil bagi sahnya pembayaran upah menggembala domba.ٍٍ 
2. Hadist 

a. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia 

berkata: 

ٍبِِلْمَاءٍِ ٍوَمَاسَعِدَ ٍالز رعِْ ٍمِنَ ٍعَلَىٍالس وَاقِيْ ٍنكُْريٍِاْلَأرْضٍَبِاَ كُن ا
ٍ ٍرَسُوْلُ ٍفَ نَ هَانََ هَا، ٍذَلِكٍَمِن ْ ٍعَنْ ٍوَسَل مَ ٍوَآلوِِ ٍعَلَيْوِ ٍاُلله ٍصَل ى اِلله

 .وَأمََرَنٍََأَنٍْنُكْريَِ هَاٍبِذَىَبٍٍأوٍَْفِض ةٍٍ
"Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) 

hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami 
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melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami 

menyewakannya dengan emas atau perak." 

b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: 

ٍأَحَل ٍ ٍأوَْ ٍحَلَالً ٍحَر مَ ٍصُلْحًا ٍإِل  ٍالْمُسْلِمِيَ ٍبَ يَْ ٍجَائزٌِ الَصُّلْحُ
ٍأَحَل ٍحَرَامًاٍوَالْمُسْلِمُونٍَعَلَىٍشُرُوطِهِمٍْإِل ٍشَرْطاًٍحَر مٍَحَلَالًٍ أوَْ

 .حَرَامًا
"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin 

kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal 

atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin 

terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram." 

Berdasarkan ayat-ayat  Al-Qur‟an  dan  beberapa  hadist  

Nabi  SAW tersebut jelaslah akad al-ijarah (sewa-menyewa) 

hukumnya dibolehkan, memang akad tersebut  dibutuhkan 

oleh masyarakat. Disamping  Al- Qur‟an dan sunnah dasar 

hukum akad al-ijarah adalah ijma‟. Sejak zaman sahabat 

sampai sekarang al-ijarah telah disepakati oleh para ahli 

hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan 

di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat 

membutuhkan akad ini. Dalam kehidupan sehari-hari, ada 

orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak 

ditempati. Disisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat 

tinggal. Dengan dibolehkannya al-ijarah maka orang yang 

tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang 

lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, 

dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang 

disepakati bersama, tanpa harus membeli rumah.                             

3. Ijma 

Mengenai disyari‟atkannya al-ijarah, semua Ulama 

bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah 

kesepakatan ijma‟ ini, sekalipun ada beberapa orang diantara 

mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap. 

Pakar-pakar keilmuan dan cendikiawan sepanjang sejarah di 
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seluruh negeri telah sepakat akan pembenaran al-ijarah. 

Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat  dipahami 

bahwa al-ijarah  itu disyari‟atkan dalam Islam, karena pada 

dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan 

kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan 

yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. 

Al-ijarah (sewa-menyewa)  merupakan salah satu 

aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya 

mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa ber ijarah 

dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa 

pada dasarnya al-ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas 

antara dua pihak atau saling meringatkan, serta termasuk 

salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama.
44

 

4. Rukun dan Syarat Al- Ijarah 

1. Rukun Ijarah 

Menurut ulama Syafi‟I rukun sewa menyewa ada 

tiga dan jika dirinci ada enam yaitu: pelaku akad yang 

meliputi dua unsur, yaitu orang yang menyewakan dan 

orang penyewa dan disebut juga “mukr” yaitu orang yang 

mengambil manfaat dari benda itu : objek sewa menyewa, 

yang meliputi dua unsur juga yaitu biaya dan manfaat, dan 

sighat yang meliputi dua unsur yaitu ijab dan qabul. 

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah ada (4) 

empat, yaitu: 

a. Aqid (Orang Yang Berakad) 

Aqid yaitu orang yang melakukan akad sewa 

menyewa. Orang yang memberikan upah dan yang 

menyewakan disebut mu‟ajir dan orang yang 

menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang 

menyewakan sesuatu disebut musta‟jir Karena begitu 

pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai 

persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka 

golongan syafi‟iyah dan hanabilah menambah bahwa 

                                                           
                   44 Qamarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 

79. 
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mereka yang  melakukan akad itu harus orang yang 

sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar 

mumayyiz saja.
45

 

b. Sigat  

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat 

akad (sighatul-aqd) terdiri dari ijab dan qabul. Dalam 

hukum perjanjian Islam ijab dan qabul dapat melalui 

ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam diam, 

dengan diam semata. Syaratsyaratnya sama dengan 

pada jual beli hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah 

harus menyebutkan masa atau waktu yang 

ditentukan. 

c. Ujrah (Upah) 

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta‟jir atas 

jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya 

oleh mu‟ajjir. Dengan syarat hendaknya, Sudah jelas 

atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah 

tidak sah dengan upah yang belum diketahui. 

Pegawai khusus seperti orang hakim tidak boleh 

mengambil uang dari pekerjanya, karena dia 

mengambil gaji dua kali dengan hanya  mengerjakan 

satu pekerjaan saja. Uang sewa harus diserahkan 

bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. 

Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang 

sewanya harus lengkap. Yaitu manfaat dan 

pembayaran uang sewayang menjadi objek sewa 

yang menjadi objek sewa menyewa.
46

 

d. Syarat Barang Yang Disewakan 

1) Tidak semua harta benda dapat diakadkan ijarah, 

benda- benda tersebut harus memiliki persyaratan 

berikut: 

2) Manfaat dari objek harus diketahui secara jelas. 

Hal ini dapat diketahui dari pemeriksaan atau 

                                                           
                   45 Anwar Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah Tentang Teori Akad Dalam 

Perjanjian Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 105. 

               46 M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2003). 
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pemilik memberikan informasi secara transparan 

tentang kualitas manfaat barang. 

3) Objek ijarah dapat diserahterimakan dan 

dimanfaatkan secara langsung dan tidak 

mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. 

Tidak dibenarkan menyewakan  barang yang masih 

ada pada pihak ketiga. 

4) Objek ijarah dan pemanfaatannya haruslah tidak 

bertentangan dengan hukum syara‟. 

5) Objek yang disewakan adalah manfaat langsung 

dari benda tersebut, tidak  dibenarkan menyewakan 

manfaat benda yang bersifat tidak langsung. 

Seperti menyewakan pohon untuk diambil 

buahnya, menyewakan ternak untuk diambil 

susunya dan lain-lain. 

6) Harta yang menjadi objek haruslah harta yang 

bersifat isti‟maly, yakni benda yang dapat 

dimanfaatkan berulangkali tanpa merusak zatnya. 

Karenanya menyewakan benda yang bersifat 

istihlaki (harta yang berkurang atau rusak zatnya 

karena pemakaian) tidak sah melakukan sewa 

menyewa terhadapnya. Dalam hal ini terdapat 

sebuah kaidah: ”setiap harta benda yang 

dimanfaatkan sedang zatnya tidak mengalami 

perubahan, boleh dijadikan objek sewa menyewa 

jika sebaliknya maka tidak boleh“. 
47

 

Umumnya dalam kitab fiqih disebutkan bahwa 

rukun ijarah adalah pihak yang menyewa (musta‟jir), pihak 

yang menyewakan (mu‟jir), ijab dan Kabul (sigah). Manfaat 

barang yang disewakan dan upah.  KHES menyebutkan 

dalam Pasal 251 bahwa rukun ijarah adalah: 1) pihak yang 

menyewa; 2) pihak yang menyewakan; 3) benda yang 

diijarahkan; dan 4) akad. Masing-masing rukun ini 

                                                           
                   47  Putri Aulia Mahirda, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif 

Tentang Sewa Tunggu Tanah Bengkok” (Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 2021). 
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mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam 

masalah syarat ijarah. 

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 

menetapkan mengenai rukun ijarah yang terdiri dari:
48

 

1. Sigah ijarah yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari 

kedua belah pihak yang berakakad (berkontrak) baik 

secara verbal atau dalam bentuk lain. 

2. Pihak pihak yang berakad, terdiri atas pemberi 

sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa. 

3. Objek akad ijarah; yaitu: 

a. Manfaat barang dan sewa; atau 

b. Manfaat jasa upah 

 

Secara garis besar, syarat ijarah ada empat macam, yaitu 

syarat terjadinya akad (syurut al-in iqab), syarat pelaksanaan 

ijarah (syurut al-nafadz).  Adanya syarat syarat ini dimaksudkan 

untuk menjamin bahwa ijarah yang dilakukan akan membawa 

kebaikan bagi para pihak yang melakukannya. 

1. Syarat terjadinya akad (syurut al-in akad)  

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. 

Yaitu berakal, Dalam akad ijarah tidak di persyaratkan 

mumayyiz. Dengan adakanya syarat ini maka transaksi yang 

dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut hanafiyah 

dalam hal ini tidak disyaratkan baligh, transaksi yang 

dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz hukumnya sah. 

Menurut malikiyyah, mumayyiz adalah syarat bagi pihak 

yang melakukan akad jual beli dan ijarah. Sementara baligh 

adalah syarat bagi berlakunya akibat hukum ijarah (syurut al-

nafadz).  Sementara kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah 

menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan 

akad adalah baligh dan berakal.
49

 

2. Syarat pelaksanaan ijarah (syurut al-nafadz) 

Akad ijarah dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan 

penguasaan, karena tidak sah akad ijarah terhadap barang 

                                                           
               48  Mustofa Imam, Fiqih Muamalah Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 

2018). 

              49 Ibid. 
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milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa 

adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka ijarah tiidak 

sah. 

3. Syarat sah (syurut al-sihhah) 

Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek 

akad dan upah. Syarat sah ijarah adalah sebagai berikut: 

a. Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan 

akad, syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama 

suka juga menjadi syarat dalam jual beli. 

b. Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat 

ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para 

pihak yang melakukan akad ijarah. 

c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. 

Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang 

bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak 

dapat terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya. 

d. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya 

mubah secara syara‟, seperti sewa buku untuk belajar, 

sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. 

e. Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan 

yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa 

atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban 

baginya. 

f. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan 

mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat 

yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa. 

g. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana 

mestinya atau yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan 

hal ini tidak diperbolehkan menyewa barang untuk 

digunakan tapi tidak sesuai dengan fungsinya. Misalnya 

menyewa kuda tunggangan untuk mengangkut barang. 

h. Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan 

adalah, barang harus dapat diserah terimakan saat akad 

barang tersebut barang bergerak. Penyerahan ini bias 

secara langsung atau simbolik, seperti sewa rumah 

dengan menyerahkan kuncinya. 

i. Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang. 
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4. Cara Memanfaatkan Barang Sewaan 

a. Sewa rumah. Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan 

untuk memanfaatkannya sesuai kemampuannya, baik di 

manfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh 

di sewakan lagi atau di pinjamkan pada orang lain. 

b. Sewa tanah. Sewa tanah di haruskan untuk menjelaskan 

tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang 

akan di dirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan , ijarah di 

pandang rusak. 

c. Sewa kendaraan. Dalam menyewa kendaraan, baik 

hewan atau kendaraan lainnya harus di jelaskan salah 

satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus 

di jelaskan barang yang akan di bawa atau benda yang 

akan di angkut. 

5. Perbaikan Barang Sewaan 

Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang di sewakan 

rusak, seperti pintu rusak atau dinding  jebol dan lain-lain, 

pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia 

tidak boleh di paksa sebab pemilik barang tidak boleh 

dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila 

penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah 

sebab dianggap sukarela. Adapun hal-hal kecil, seperti 

membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban 

penyewa. 

6. Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa 

Di antara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis 

adalah: 

a. Menyerahkan kunci jika yang disewa rumah. 

b. Jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya 

kembali di tempat asalnya. 

7. Syarat syarat yang mengikat dalam ijarah (syurut al-luzum) 

Syarat yang mengikat ini ada dua syarat yaitu: 

a. Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari 

cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila 

sesudah terjadi transaksi terjadi cacat pada barang, 

sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak 
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berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk 

melankutkan atau menghentikan akad sewa. 

b. Terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad 

ijarah udzur ini bias terjadi pada orang atau pihak yang 

berakad atau pada objek akad ijarah. 
50

 

8. Syarat Sah Ijarah  

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan aqid (orang yang 

berakad). Ma‟qud alaih (barang yang menjadi objek akad), 

ujrah (upah), dan zat akad (nafs al-akad), yaitu: 

a. Adanya keridaan dari kedua pihak akad  

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT: 

يَ ُّهَاٍال ذِيْنٍَآمَنُ وْاٍلٍَ نَكُمٍْبِِلْبَاطِلٍِاِل اٍاَنٍْتَكُوْنٍَيًّآ تََْكُلُواْاٍامَْوَالَكُمٍْبَ ي ْ
ٍبِكُمٍْ كٍَانَ َ ٍاللّّٓ ٍاِن  ٍانَْ فُسَكُمْْۗ ٍتَ قْتُ لُواْا ٍوَلَ نْكُمْْۗ ٍمِّ ٍتَ راَضٍ ٍعَنْ تَِِارةًَ

 ٩٢رَحِيْمًاٍ
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa:29) 

 

Ijarah dapat di kategorikan jual beli sebab 

mengandung unsur pertukara harta. Syarat ini berkaitan 

dengan aqid.
51

 

b. Maqud „ Alaih bermanfaat dengan jelas 

Adanya kejelasan pada ma‟qud alaih (barang) 

menghilangkan pertentangan di antara aqid. Diantara cara 

untuk mengetahui  ma‟qud alaih (barang) adalah dengan 

menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau 

menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan 

atau jasa seseorang. 

 

                                                           
             50 Ibid. 

             51 Rahmat, Fiqh Muamalah. 
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1) Penjelasan manfaat  

Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar 

benar jelas. Tidak sah mengatakan, “saya sewakan 

salah satu dari rumah ini.” 

2) Penjelasan waktu  

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal 

atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan 

syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil 

yang mengharuskan untuk membatasinya. 

Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan untuk 

penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama 

syafi‟iyah mensyaratannya sebab bila tak dibatasi 

hal ini dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu 

yang wajib dipenuhi. 

3) Sewa bulanan 

Menurut ulama syafi‟iyah, seseorang tidak boleh 

menyatakan,” saya menyewakan rumah ini setiap 

bulan Rp 50.000,00” sebab pernyataan seperti ini 

membutuhkan akad baru setiap kali membayar. 

Akad yang betul adalah dengan menyatakan, “saya 

sewa selama sebulan”. 

Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut 

dipandang sah akad pada bulan pertama, 

sedangkan pada bulan sisanya bergantung pada 

pemakaiannya. Selain itu, yang paling penting 

adalah adanya keridaan dan kesesuaian dengan 

uang sewa. 

4) Penjelasan jenis pekerjaan  

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting 

dan diperlukan ketika menyewa orang untuk 

bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau 

pertentangan. 

5) Penjelasan waktu kerja 

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung 

pada pekerjaan dan kesepakan dalam akad. 

a) Ma‟qud alaih (barang) harus dapat memenuhi 

secara syara 
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Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk 

berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat 

mustahil atau dipandang tidak sah menyewa 

seseorang perempuan yang sedang haid untuk 

membersihkan masjid sebab diharamkan syara‟. 

b) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara  

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk 

perkara-perkara yang dibolehkan syara, seperti 

menyewakan rumah untuk ditempati atau 

menyewakan jaring untuk memburu dan lain-

lain. 

c) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang 

diwajibkan kepadanya 

Diantara contohnya adalah menyewa orang 

untuk shalat fardu, puasa, juga dilarang 

menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab 

hal itu merupakan kewajiban istri. 

d) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang 

disewa 

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan 

sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk 

dirinya.juga tidak mengambil manfaat dari sisa 

hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum 

dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk 

dirinya. Hal ini didasarkan pada hadist yang 

diriwayatkan oleh Daruquthnibahwa Rasulullah 

SAW. Melarang untuk mengambil bekas gilingan 

gandum. Ulama Syafi‟iyah menyepakatinya. 

Ulama Hanabilah dan Malikiyah 

membolehkannya jika ukurannya jelas sebab 

hadist di atas dipandang tidak sahih. 

e)  Manfaat ma‟qud alaih sesuai dengan keadaan 

yang umum 

Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan 

jemuran atau tempat berlindung sebab tidak 
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sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud 

dalam ijarah.52 

 

5. Berakhirnya Al-Ijarah 

Ijarah merupakan salah satu jenis akad yang lazim, 

yaitu akad yang tidak memperbolehkan adanya fasakh pada 

salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, 

kecuali jika ada hal-hal yang mengharuskan atau 

mewajibkan fasakh. Bahkan jika ada salah satu pihak yuang 

meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak 

akan menjadi batal asalkan barang yang menjadi objek 

sewa-menyewa tersebut masih ada. Akad al-ijarah dapat 

berakhir jika terjadi adanya hal-hal ini sebagai berikut.
53

 

a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini 

menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur 

ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan 

fasakh atau berakhirnya akad al-ijarah. Hal tersebut 

dikarenakan akad al-ijarah merupakan akad yang lazim, 

seperti halnya jual beli, dimana Musta‟jir memiliki 

manfaat  atas barang  yang disewa dengan sekaligus 

sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah 

kepada ahli waris. 

b. Iqalah, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini 

karena al-ijarah adalah akad mu‟awadhah (tukar-

menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan 

uuntuk untuk dilakukan pembatalan (iqalah) seperti 

halnya jual beli. 

c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga al-ijarah 

tidak mungkin untuk diterusakan. 

d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur. Misalnya 

sewa tanah untuk tidak ditanami, tetapi ketika masa sewa 

sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal al-

ijarah dianggap belum selesai. 

 

                                                           
                        52 Ibid. 
53 Wardi, Fiqih Muamalah. 
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Lampiran 1: Pedoman Wawancara 

 

NO NARASUMBER PERTANYAAN 

1.  Pihak Penyedia Sewa Perahu 1. Bagaimana sistem perjanjian sewa 

menyewa perahu yang dijalankan? 

2. Bagaimana penentuan sewa perahu, 

apakah ada penentuan dari masing 

masing pihak atau hanya dari pihak 

penyedia sewa saja? 

3. Bagaimana dengan bukti dari hasil 

tangkapan benur pihak penyewa, 

apakah dibuktikan dengan Nota saja 

atau ada bukti yang lain? 

4. Apakah ada penentuan lamanya waktu 

sewa perahu? 

5. Apakah ada perawatan khusus pada 

perahu yang disewakan? 

6. Terkait dengan adanya perahu yang 

mengalami kerusakan bagaimana cara 

menanggapinya? 

7. Apakah pernah terjadi ketidaksesuaian 

dalam masa sewa perahu? 

8.  

2.  Pihak yang menyewa perahu 1. Bagaimana sistem perjanjian sewa 

menyewa perahu dengan pihak 

penyedia sewa? 

2. Bagaimana tanggapan para nelayan 

terkait adanya sewa perahu? 

 

 

 

3. Apakah pernah ada kendala saat 

sedang menjalankan sewa perahu? 

4. Bagaimana system pembayaran sewa? 

5. Apabila adanya kerusakan pada 

perahu yang disewakan, apakah para 

nelayan yang menyewa akan 

membatu biaya perbaikan? 
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Lampiran 2: Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi dengan bapak kepala Pekon Negeri Ratu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Dengan Pihak yang Menyewa Perahu 
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Dokumentasi Dengan Pihak yang Menyewa Perahu 

 

 
Dokumentasi Dengan Pihak yang Menyediakan Sewa Perahu 
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Dokumentasi Perahu yang sedang dalam masa perbaikan 

 

 
Dokumentasi Saat Menyerahkan Surat Izin Penelitian 
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